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 P U T U S A N 

Nomor 783 PK/Pid.Sus/2023 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

M A H K A M A H  A G U N G  

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali 

yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana: 

Nama : SUPARLAN alias PARLAN bin KATIMAN 

(Alm); 

Tempat Lahir : Ponorogo (Jawa Timur); 

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 Mei 1973; 

Jenis Kelamin : Laki-laki; 

Kewarganegaraan : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Dusun Sumber Asri, RT. 012/RW. 005, 

Kelurahan/Desa Sungai Nibung, Kecamatan 

Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;    

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Petani; 

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri 

Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

KESATU : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23             

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23            

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  

ATAU 

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23             

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23            

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Bengkalis tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN alias PARLAN bin KATIMAN (Alm) 

telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang          

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan 

Kedua; 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPARLAN alias 

PARLAN bin KATIMAN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi 

sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan 

dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair            

6 (enam) bulan penjara; 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

− 1 (satu) pasang mukena bermotif frozen warna biru muda; 

− 1 (satu) pasang mukena berbahan parasut warna biru muda; 

− 1 (satu) pasang mukena bermotif bunga warna hitam; 

− 1 (satu) pasang mukena bermotif bunga warna hijau tosca; dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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− 1 (satu) helai kain sarung bermotif garis warna coklat; 

Dirampas untuk dimusnahkan;  

4. Menghukum Terdakwa SUPARLAN alias PARLAN bin KATIMAN (Alm) 

membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 160/Pid.Sus/ 

2022/PN Bls tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN alias PARLAN bin KATIMAN (Alm) 

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Tipu muslihat kepada anak untuk melakukan 

perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 

bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) pasang mukena bermotif frozen warna biru muda; 

- 1 (satu) pasang mukena berbahan parasut warna biru muda; 

- 1 (satu) pasang mukena bermotif bunga warna hitam; 

- 1 (satu) pasang mukena bermotif bunga warna hijau tosca; dan 

- 1 (satu) helai kain sarung bermotif garis warna coklat; 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta 

Pid.Sus/2023/PN Bls juncto Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat 

oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa 

pada tanggal 17 Maret 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Bengkalis tersebut;  

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Maret 2023 yang 

diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas 

nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 

tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Maret 2023;  

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut 

telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 8 Juni 2022. 

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh 

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali 

selengkapnya termuat dalam berkas perkara;  

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan 

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung 

berpendapat sebagai berikut: 

− Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat 

diterima karena Penasihat Hukum Terpidana datang menghadap sendiri 

kehadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di 

Pengadilan Negeri Bengkalis; 

− Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana 

diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 15 Maret 2023 pada 

pokoknya menyatakan adanya bukti baru atau keadaan baru yaitu saksi 

Supardi, S. Hum, saksi Sri Lestari, saksi Markup dan saksi Maryanto yang 

menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada 

waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas 

atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut 

Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan 

pidana yang lebih ringan oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada 

Terpidana tersebut tidak pernah Terpidana lakukan terhadap para Anak 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Korban tersebut. Oleh karena itu beralasan hukum Terpidana harus 

dibebaskan dari segala dakwaan; 

− Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara 

seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan 

kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara           

a quo mengajukan bukti baru yaitu 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 

Supardi, S. Hum, saksi Sri Lestari, saksi Markup dan saksi Maryanto yang 

menerangkan pada pokoknya kegiatan belajar Al Berzanji yang biasa 

dilakukan antara guru dan murid yang saling berhadapan, namun para 

saksi tidak pernah melihat Terpidana mengajar para Anak Korban. Oleh 

karena itu bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Terpidana tersebut 

bukanlah termasuk novum atau keadaan baru yang akan berupa putusan 

bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan 

Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara a quo 

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud 

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP karena bukti-bukti tersebut ternyata 

berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan 

tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali 

sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada 

pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP; 

− Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali 

Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya berkenaan dengan 

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu 

kenyataan. Alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak 

dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan 

kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud    

Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP; 

− Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis 

yang terungkap di persidangan yaitu Terpidana selaku guru mengaji para 

Anak Korban di kamar belakang rumah Terpidana, baik di dalam kamar 

depan, di depan ruang TV dan di ruang depan tempat biasa Terpidana 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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mengajar ngaji di Dusun Sumber Asri RT. 12 RW. 005, Desa Sungai 

Nibung, Kecamatan Siak Kecil-Kabupaten Bengkalis, antara tahun 2019 

sampai dengan bulan Desember 2021 pada pukul 19.15 WIB sampai 

dengan sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terpidana sedang mengajar 

para Anak Korban sedang belajar mengaji, Terpidana telah memeluk, 

mencium bibir dan memegang serta meremas payudara para Anak 

Korban Syakila Wulandari umur 13 (tiga belas) tahun, Arika Febriani umur 

12 (dua belas) tahun, Deisya Anggun Pratiwi umur 11 (sebelas) tahun dan 

Ayu Lathifah umur 12 (dua belas) tahun, sehingga setidaknya para Anak 

Korban mengalami trauma psikologis akibat pelecehan yang dilakukan 

Terpidana. Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah 

memebuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 35               

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23            

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

− Bahwa dengan demikian putusan judex facti telah tepat menjatuhkan 

pidana terhadap Terpidana dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan 

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau 

kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo dan tidak terdapat 

pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan 

putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang 

lainnya; 

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh 

karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c 

KUHAP; 
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Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) 

huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak 

dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bls 

tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut 

dinyatakan tetap berlaku; 

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara 

pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana; 

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 

juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta 

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

MENGADILI: 

− Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali/Terpidana SUPARLAN alias PARLAN bin KATIMAN (Alm) 

tersebut; 

− Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali 

tersebut tetap berlaku; 

− Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada 

pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus 

rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-
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Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh 

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rudie, S.H., M.H., 

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan 

Terpidana. 

 

 

     Hakim-Hakim Anggota, 

ttd./ 

      Suharto, S.H., M.Hum. 

ttd./ 

        Hidayat Manao, S.H., M.H. 

Ketua Majelis, 

ttd./ 

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. 

 

Panitera Pengganti, 

ttd./ 

Rudie, S.H., M.H. 

 

UNTUK SALINAN 
MAHKAMAH AGUNG R.I 

A.N. PANITERA 
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS 

  
 
 
 

 
Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum. 

NIP. 196110101986122001 
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